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Mengawali sejarah kota Cirebon pada abad ke-14 tepatnya 14 Bagian Terang (Sukia-Paksa) bulan Caitra tahun Saka 1367 atau 1 Muharram 848 H atau 8 April 1445 Masehi (dijadikan sebagai Hari Lahir Kota Cirebon) di pantai utara Jawa Barat terdapat sebuah desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati. Penguasa dari Kerajaan Galuh yang ibukotanya Rajagaluh menempatkan seorang sebagai pengurus pelabuhan atau syahbandar adalah Ki Gedheng Alang-alang. Pada saat itu Pelabuhan Muara jati sudah banyak disinggahi oleh kapal-kapal asing untuk berniaga dengan penduduk setempat. Karena perkembangannya yang sangat pesat, Ki Gedheng Alang-alang memindahkan daerah pemukiman penduduk ke daerah Lemahwungkuk sebagai daerah Pemukiman. 5 KM arah selatan dari pelabuhan Muara Jati. Daerah ini didatangi oleh saudagar-saudagar dan dan pedagang (asing) dari daerah lain yang menetap dan bermukim di daerah tersebut, sehingga daerah ini dinamakan Caruban yang artinya daerah campuran kemudian mengalami perubahan dalam pengucapannya menjadi Cerbon. Bahkan setelah menjadi daerah (dukuh/desa) yang besar, diangkatlah Ki Gedheng Alangalang sebagai Kuwu Cerbon. Suatu ketika Ki Gedheng Alang-alang kedatangan tamu-tamu dari Kerajaan Padjajaran adalah Pangeran Walangsungsang putra dari Prabu Siliwangi dan istrinya Nyi Mas Indang Ayu beserta adiknya Ratu Mas Rarasantang. Dengan berjalannya waktu, mereka membuka hutan dengan menebang pepohonan dan menanami Palawija untuk membangun perkebunan. Pada malam harinya, mereka menangkap ikan dan rebon (udang kecil) dengan jala dan sebuah perahu kecil. Semua hasil laut dan perkebunan dijual pada tengkulak tengkulak di daerah Palimanan dan Galuh.
Sulendraningrat (1984) menjelaskan “ Adapun air perasan dari rebon dimasak dengan diberi bumbu. Karenanya masyarakat memberi nama daerah pemukiman tersebut dengan nama Dukuh Cirebon “ (h.14).
Setelah Ki Gedheng Alang-alang wafat, ditunjuklah Pangeran Walangsungsang sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabuana/Cakrabumi. Diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Kerajaan Galuh dan Kerajaan Padjajaran, akhirnya para raja itu pun murka dengan mengirim bala tentara untuk menyerang Adipati Cirebon. Namun, ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi bala tentara kerajaan Galuh dan Kerajaan Padjajaran itu sehingga ia pun dapat memenangkan pertempuran itu. Kemudian setelah kejadian itu, Pangeran Walangsungsang dan Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) memproklamasikan kemerdekaan dan mendirikan Kerajaan Islam Cirebon yang lepas dari kekuasaan Kerajaan Padjajaran. Kerajaan Islam Cirebon dengan Pelabuhan Muara Jati yang lalu lintas dan aktifitas perdagangannya berkembang dengan pesat sampai ke kawasan Asia Tenggara.
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3.1.2 Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kota Cirebon
Kota Cirebon memiliki julukan Kota Wali. Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis, yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108.33˚ dan 6.41˚ Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 8 kilometer, Utara Selatan ± 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter dengan demikian Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi ± 37,35 km2 atau ± 3.735,8 hektar. Karakter sebagai kota pantai ditandai oleh pendangkalan yang cukup tinggi di daerah pantai, sehingga menyebabkan terjadinya tanah- tanah timbul. Keberadaan tanah-tanah timbul ini telah mempengaruhi luas wilayah administrasi kota, yang diperkirakan telah mencapai penambahan sebesar ± 75 hektar yang tersebar di 4 kelurahan, yaitu : Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Pegambiran. Secara administrasi Wilayah Kota Cirebon terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan, dengan batas wilayah: 
1. Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane Sebelah Timur : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
3. Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon (Sungai Banjir Kanal)
Letaknya yang strategis membuat Kota Cirebon menjadi kota yang sibuk dengan kegiatan masyarakatnya. Dilalui oleh jalur pantura sebagai pintu gerbang dalam pendistribusian barang kebutuhan, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal ini juga membuat masyarakat Kota Cirebon mau tidak mau ikut serta dengan kegiatan ini sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat. Generasi muda menjadi ujung tombak sebagai barisan terdepan untuk memajukan Kota Cirebon sebagai kota yang maju dam mandiri.
Memanfaatkan kekayaan hasil laut yang melimpah karena sebagian besar penduduk aslinya berpendapatan dari hasil laut. Menjadikan pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan internasional yang dapat membangkitkan perekonomian daerah. Memiliki sumber pariwisata daerah yang menjadi tujuan wisata dengan diimbangi fasilitas yang memadai seperti Hotel berbintang atau wisma penginapan serta akses jalan yang memadai. Selain itu mempunyai industri industri baru, seperti industri rotan dan industri tekstil (batik), lukis kaca, dan lain lainnya. Kebudayaan yang melekat pada masyarakat Kota Cirebon merupakan perpaduan berbagai kebudayaan dari luar yang datang dan membentuk ciri khas kebudayaan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertunjukan kebudayaan khas masyarakat kota Cirebon antara lain Tarling, Tari Topeng Cirebon, Sintren, Kesenian Gembyung dan Sandiwara Cirebonan.
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3.1.3	Visi dan Misi Kota Cirebon 2018-2023
Visi
“Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”.
Misi
1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang berdaya saing budaya, unggul di segala bidang.
2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif.
3) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum berwawasan lingkungan.
4) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif
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Pertama kali di bentuknya adalah DLLAJR (Dinas Lalu Lintas dan Angktan Jalan Raya), beberapa tahun kemudian dengan kemajuan yang ada maka  DLLAJR berubah menjadi DLLAJ (Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan), yang bertugas di bagian beberapa wilayah-wilayah Jawa Barat yang berpusat di Bandung, dan di Cirebon adalah salah satu cabang yang di bentuk beberapa bagian yang ada dalam tugas masing-masing, DLLAJ akan berubah menjadi Dinas Perhubungan yang bercabang di seluruh Indonesia yang berada di tingkat II dan selanjutnya pada tahun 2003 di berlakukannya Otonomi Daerah Dinas Perhubungan tersebut yang membawahi beberapa subdin-subdin antara lain : 
1. Subdin Lalu Lintas Darat dan Seksie - seksienya adalah:
· Sesksie manajemen dan rekayasa lalu lintas darat 
· Seksie Surat Izin Mengemudi dan Surat Nomor Kendaraan 
· Seksie Bimbingan Keselamatan
2. Subdin Angkutan Darat dan Seksie - seksienya adalah:
· Seksie Angkutan orang
· Seksie Angkutan Barang 
· Seksie Terminal 
3. Subdin Pengujian Sarana dan Prasarana dan Seksie - seksienya adalah:
· Seksie Perbengkelan 
· Seksie parkir dan pendukung lalu lintas darat 
· Seksie Pengujian statis dan penting 
4. Subdin Perhubungan Laut dan Seksie-seksienya adalah:
· Seksie Angkutan Laut dan perlengkapan
· Seksie Pelabuhan dan Syahbandar
· Seksie kepengusahaan dan bongkar muat 
· Seksie keselamatan dan ketertiban 
5. Subdin Perhubungan dan Telekomunikasi dan Seksie - seksienysa adalah: 
· Seksie prasarana dan prasarana 
· Seksie pos dan Telkom 
· Seksie frekuensi dan radio televisi 
Penyelenggaraan perhubungan yang Masing masing Subdin mempunyai bawahan seksie-seksie yang bertugas di masing-masing di tempatkan oleh pimpinan cabang.
Penyelenggaraan Perhubungan yang semula sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 tahun 1990 hanya diserahkan sebagian urusan pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Kabupaten / Kota, maka dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebagai kewenangan perhubungan yang merupakan kewenangan pemerintahan pusat diserahkan kepada Kabupaten/ Kota secara luas, nyata dan bertanggung jawab, termasuk kewenangan pada sub sector Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, maka Pemerintah Kota Cirebon untuk melaksanakan kewenangan perhubungan secara nyata dan bertanggung jawab telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon. Selanjutnya di dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah pada pemerintah Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000. Untuk meyelenggarakan kewenangan dibidang teknis perhubungan dibentuk organisasi tata kerja Perhubungan Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 36 Tahun 2001.
Pergeseran sistem masyarakat akibat adanya reformasi yang menuntut demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia untuk seluruh penyelenggaraan pemerintahan, maka dituntut pula penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sejalan dengan itu tentunya penyelenggaraan perhubungan harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dan memberikan gambaran kinerja Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon, tentunya perlu disusun suatu buku profil Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon, sebagai gambaran tentang pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan perhubungan, pengelolaan pembangunan perhubungan, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Selama kurun waktu tiga puluh dua tahun pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan bertumpu pada kebijaksanaan yang kurang memberikan peluang bagi daerah untuk berkembangnya inisiatif dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan perhubungan. Hal ini ditunjukkan dalam menetapkan kebijaksanaan pusat lebih tertumpu pada pembangunan perhubungan yang sentralistik, sehingga memyebabkan ketergantungan masyarakat daerah terhadap pusat dalam memprakarsai pembangunan perhubungannya.
Reorientasi pembangunan masa reformasi perlu dilakukan dalam menyiasati tuntutan perubahan yang harus memposisikan potensi diluar instansi Dinas Perhubungan sebagai pelaku dan penentu kebijakan pembangunan perhubungan di kota Cirebon. Untuk itu berbagai unjuk kerja yang menyangkut beberapa bidang pembangunan yang tidak menggembirakan perlu dijadikan cermin dan bahan kajian penataan kembali kebijaksanaan pembangunan daerah di Kota Cirebon.
	Nilai yang menjadi panutan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan adalah manganut pada nilai masyarakat kota Cirebon yang dikenal sebagai masyarakat religius dan perilaku sosial yang berlandaskan nilai peninggalan Wali Songo “Ingsun Titip Tajug Ian Fakir Miskin”. Ini menunjukkan bahwa nilai masyarakat Cirebon dalam pembangunan lebih mengedepankan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Cirebon yang berlandaskan pada falsafah religious yang dianut masyarakat Cirebon.
	Nilai-nilai Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon dalam bekerja lebih mengedepankan pula pada profesionalisme, taat hukum, rasional, inovatif, integritas tinggi, moralitas, peningkatan kinerja, kerjasama, disiplin kelima, pelayanan prima, menjunjung tinggi etika administrasi public dengan landasan pada Lima Citra Manusia Perhubungan.
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3.2.2 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

VISI
“Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”.

MISI 
Misi Ke-1: “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang”
Tujuan:  Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih dan inovatif serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.
Misi Ke-2: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”
Tujuan: Meningkatkan KualitasPelayanan Publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan inovasi dalam pemerintahan.
Misi Ke-3: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasana Umum Berwawasan Lingkungan”
Tujuan:   Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat koleksi/distribusi barang, menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan bekelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan.
Misi Ke-4: “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif”
Tujuan: Menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat, dan penyelenggara Pemerintahan.
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[bookmark: _Hlk88166029]Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi tugas dan fungsi, serta tata Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Koa Cirebon adalah sebagai berikut:
a. Kedudukan 
1.Dinas Perhubungan Kota Cirebon, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
2.Dinas Perhubungan Kota Cirebon dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok:
1.Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.
c. Fungsi:
1.Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perhubungan.
2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perhubungan.
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.
4.Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan. 
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
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3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon
[bookmark: _Toc106219571][bookmark: _Toc106220513]Gambar 3.1Sub Bagian Tata Usaha Penerangan Jalan Umum
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Tabel 3.1
[bookmark: _Hlk86832263][bookmark: _Toc89099223]Struktural Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Drs. Andi Armawan, M.Si
	Kepala Dinas

	2
	Drs. Elan Ramlan Herlani, M.Si
	Sekertaris Dinas

	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

	1
	Zaenal Arifin
	Kabid Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

	2
	Sutisno, S.E
	Pengadministrasian Umum

	3
	Sanuri, S.E
	Pengadministrasian Kepegawaian

	4
	Sukarna, S.E
	Pengelola Pemanfaatan BMD

	5
	Syafira Alfiani, S.ST
	Pengadministrasian Kepegawaian

	6
	Eka Prija S, A.Md
	Peny. Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Dan Perlengkapan

	7
	Untung Prianto S, A.Md
	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana

	8
	Wuryanti
	Pengadministrasi  Umum

	9
	Carnadi
	Pengadministrasi Persuratan

	10
	Rianto
	Pranata Kearsipan

	Sub Bagian Program dan Keuangan

	1
	Hj. Nafilah, S.E
	Kabid Sub Bagian Program dan Keuangan

	2
	Adhi Poerwa, S.IP
	Peny. Program Anggaran dan Pelaporan

	3
	Astadi, S.E
	Pengadministrasi Keuangan

	4
	Denny Sae’u Rokhman 
	Verikator Keuangan

	5
	Malxas Akbar
	Bendahara Pengeluaran

	Bagian Lalu Lintas

	1
	Indra Setiaman, SKM
	Kabid Sub Bidang Lalu Lintas

	2
	Setijo Hermawan, S.E 
	Seksi Manajemen Lalu Lintas

	3
	Buhari
	Penelaah Manajemen Lalu Lintas

	4
	Mujiharta, ST
	Seksi Rekayasa Lalu Lintas

	5
	Zaenal Arifin
	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas

	6
	Suwirya
	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas

	7
	Usep
	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas

	8
	Achmad Faisal, S.Sos
	Seksi Prasarana Lalu Lintas

	9
	H. Subandi, S.IP
	Seksi Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ

	Bidang Angkutan Dan Multimoda

	1
	Henry J. Napitupulu, S.E
	Kabid Angkutan Dan Multimoda

	2
	Yanto Budiarto, S.AP
	Kepala Seksi Perencanaan Bag Trayek

	3
	Iwan Rusdianto, S.E
	Pengawas Transportasi

	4
	Wuryaningsih
	Pengawas Transportasi

	5
	Dasita, S.Sos
	Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan

	6
	Yos Dharyo, S.Kom
	Pengawas Keselamatan Angkutan

	7
	Abu Bakar
	Pengawas Transportasi

	8
	Yeye Mulyana, S.E, MM
	Seksi Terminal dan Multimoda

	Bidang Keselamatan Dan Teknik Sarana

	1
	Asep Sudrajat, A.Md LLAJ, S.Sos
	Kabid Keselamatan Dan Teknik Sarana

	2
	Servasius A.M Kuabib, S. S.T
	Penelaah Audit Keselamatan Jalan

	3
	Awaludin
	Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ

	4
	Drs. Hadi Susanto
	Seksi Audit dan Inpeksi Keselamatan

	5
	Subhan
	Pranata Standar Keselamatan

	6
	Dikri Hopiana, S.Sos, M.Si
	Seksi Penyuluhan Keselamatan

	7
	Ronny Priyatna, S.Si.T, M.Si
	Seksi Pengendalian dan Operasional

	8
	Herdy Sriherdianto, S.E
	Pengawas Lalu Lintas Darat

	9
	Agun, S.E
	Pengawas Lalu Lintas Darat

	10
	Sadi A.Md
	Pengawas Lalu Lintas Darat

	11
	Syafrizal Tanjung, A.Md
	Pengatur Lalu Lintas

	12
	Sumana, A.Md
	Pengatur Lalu Lintas

	13
	Wahyu
	Pengatur Lalu Lintas

	14
	Tolly Alatif
	Pengatur Lalu Lintas

	15
	Abdul Hakim
	Pengatur Lalu Lintas

	16
	Jamaludin
	Pengatur Lalu Lintas

	17
	Bunaji
	Pengatur Lalu Lintas

	18
	Deni Setiawan
	Pengatur Lalu Lintas

	19
	Taman 
	Pengatur Lalu Lintas

	20
	Cep Karya Setiabudi
	Pengatur Lalu Lintas

	21
	Herwanto
	Pengatur Lalu Lintas

	22
	Tedi Sukmana
	Pengatur Lalu Lintas

	23
	Gambring Panarang
	Pengatur Lalu Lintas

	24
	Abdul Rohman
	Pengatur Lalu Lintas

	25
	Faniawan
	Pengatur Lalu Lintas

	26
	Ganti
	Pengatur Lalu Lintas

	27
	Irman 
	Pengatur Lalu Lintas

	28
	Kawisa
	Pengatur Lalu Lintas

	29
	Ridwan
	Pengatur Lalu Lintas

	30
	Suta
	Pengatur Lalu Lintas

	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

	1
	Cecep Sudrajat, A.Md
	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

	2
	Ahmad Musapa S.E
	Sub Bag Tata Usaha UPT PKB

	3
	Devi Kurnia F, S.H
	Pengawas PKB

	4
	Hidajat Natawisastra, A.Md
	Pengadministrasi Pengujian

	5
	Iwan Darmawan
	Pengadministrasi Pengujian

	6
	Wadon, A.Md
	Pengadministrasi Umum

	7
	Wansyah Yerawansyah
	Pengadministrasi Pengujian

	8
	Maman Casmala
	Bendahara

	9
	Mohamad Tavip Rifai
	Pengadministrasi Umum

	10
	Mardina
	Pengadministrasi Umum

	11
	Dikky Himawan
	Pengelola Perbengkelan dan PKB

	12
	Ari Hartiningsih
	Pengadministrasi Umum

	13
	Jureni
	Pengadministrasi Umum

	14
	Erik Mardianto, S.H
	PKB Penyelia

	15
	Rudianto, A.Md. LLAJ
	PKB Penyelia

	16
	Kardiman
	PKB Penyelia

	17
	Sopandi
	PKB Trampil

	18
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1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempuyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.
1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas; 
1. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
1. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
1. Pembinan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
1. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Dinas 
Sekretariat  Sebagai Unsur Staf Dipimpin Oleh Sekretaris Dan Mempunyai Tugas Pokok Yang Membantu Kepala Dinas Dalam Melaksanakan Pengoordinasian Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan, Penatausahaan Urusan Keuangan, Kepegawaian Dan Umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja.
b. Penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis oprasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian.
c. Pengoordinasiaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas.
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis oprasional bidang perhubungan.
e. Pengordinasiaan Penyelenggaraan tugas Dinas.
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendaliaan teknis Dinas.
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas.
h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
i. Pelaksanaa, pengendalian, pelaporan pelaksanaan pengurusan kesekretariatan dan,
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan wali kota serta ketentuan peraturan perundang – undangan.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  kesekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Program Dan Keuangan.



3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian sebagai  pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai  tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian ,rumah tangga.perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol .
Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) , Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penelaahan data / informasi sebagai penyusunan rencana kerja 
b. Penelaahan data/ informasi sebagai  bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan ,krepegawaian ,rumah tangga ,perlengkapan ,perpustakaan , human dan protokol 
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan 
d. Penelolaan administrasi kepegawaian 
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol 
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian ; dan
g. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 
Sub Bagian Umum Dan Keuangan Sebagai Pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan monotoring, evaluasi  pelaporan serta pengelolaan keuangan.
Pelaksanaan Tugas Pokok Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian umum dan keuangan mempunyai fungsi :
a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
b. Penelahaan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas.
c. Pengumpulan dan Penalaahan data / informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaaan dan pengelolaan Dinas.
d. Pengumpulan dan Penalaahan data / informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan.
e. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dinas 
f. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas.
g. Penyiapan data / informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksana rencana kerja Dinas.
h. Pengendaliaan evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas sub bagian program dan keuangan, dan 
i. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.   


5. Kepala Bidang Lalu Lintas 
Bidang lalu lintas sebagai lini dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang lalu lintas.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Lalu Lintas membawahkan :
Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bidang lalu lintas. Mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup Bidang lalu lintas.
b. Penyipanan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas
c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas
d. Pengoordinasin pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Lalu Lintas
e. Pengoordinasinan pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
g. Pembinaan, pengawasaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Lalu Lintas; dan 
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Lalu Lintas , membawahkan:
a. Seksi  Manajemen Lalu Lintas;
b. Seksi  Rekayasa Lalu Lintas; dan 
c. Seksi  Prasarana Lalu Lintas.

6. Kepala Seksi Menejemen Lalu Lintas 
Seksi Manajemen lalu lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepal bidang dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas penyelenggaraan manajemen lalu lintas.
Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi lalu lintas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan, perencanaan program dan kegiatan bidang lingkup seksi manajemen lalu lintas.
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi manajemen lalu lintas.
c. Pelaksanaan tugas pokok seksi manajemen lalu lintas
d. Pengoordinasiaan pelaksanaaan tugas pokok seksi  manajemen  lalu lintas.
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya ;
f. Pembinaan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaaan tugas pokok seksi manajemen lalu lintas
g. Pelaksanaaan pelaporan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup seksi manajemen lalu lintas ; dan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pemimpin dalam lingkup bidang tugasnya.  

7. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Seksi Rekayasa lalu lintas sebagai pembantu unsur lini  dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan rekayasa lalu lintas.
Pelaksanaan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1), kepal a seksi rekayasa lalu lintas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan, perencanaaan program dan kegiatan bidang lingkup seksi rekayasa lalu lintas
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi rekayasa lalu lintas 
c. Pelaksanaan tugas pokok seksi rekayasa lalu lintas
d. Pengoordinasiaan pelaksanaan tugas pokok seksi rekayasa lalu lintas 
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
f. Pembinaan, pengawasan, pengendaliaan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok  seksi rekayasa lalu lintas
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi rekayasa lalu lintas
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas 
Seksi prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Lalu Lintas dalam memimpin dan melaksanaan tugas penyelenggaraan prasarana lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi prasarana Lalu Lintas ,mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan,program dan kegiatan Bidang lingkup seksi prasaran Lalu Lintas;
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasioanal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup seksi prasarana Lalu Lintas;
c. Pelaksanaan tugas pokok seksi prasarana Lalu Lintas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi prasarana Lalu Lintas;
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
f. Pembinaan,pengawasan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi prasarana lalu lintas;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  Bidang lingkup seksi prasarana Lalu Lintas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
9. Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda 
Bidang Angkutan dan Multimoda sebagai  unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas ,dalam memimpin dan menyelenggarakan penyelenggaraan angkutan dan multimoda. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelengggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda 
c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda
d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan  pelayanan publik dalam  lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda ;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
g. Pembinaan, pengawasan pengedalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda ;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda; dan 
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan :
a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang 
c. Seksi Terminal dan Multimoda.

10. Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek 
Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanaan tugas penyelenggaraan angkutan dalam trayek. Untuk melaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi Angkutan orang dalam  trayek ,mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan ,program dan kegiatan Bidang ,lingkup seksi Angkutan orang dalam trayek 
b. Penyiapan bahan perumusan dan penepatan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang ,lingkup seksi Angkutan orang dalam trayek
c. Pelakasanaan tugas pokok seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
f. Pembinaan ,pengawasan ,pengendalian dan pengevaluasi an pelaksanaan tugas pokok seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup seksi Angkutan orang dalam Trayek; dan 
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

11. Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
Seksi  Angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang sebagai pembantu unsur lini ini dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek dan angkutan barang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
a. Penyusunan, perencanaan program dan kegiatan bidang lingkup seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang 
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang
c. Pelaksanaan tugas  pokok seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang
d. Pengoordinasian pelaksanaaan tugas pokok seksi angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang 
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya ;
f. Pembinaan, pengawasan, pengendaliaan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang 
g. Pelaporan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang
h. Pelksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

12. Kasi Terminal dan Multi Moda 
Seksi terminal dan multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang kepal seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan terminal dan multimoda. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (1), Terminal dan multimoda mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang lingkup seksi terminal dan multimoda
b. Penyiapan bahan dan perumusan penetapan kebijakan teknis oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi terminal dan multimoda
c. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi terminal dan multimoda
d. Pengoordinasiaan pelaksanaan tugas pokok  seksi terminal dan multimoda
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya 
f. Pembinaan, pengawasaan, pengendaliaan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi terminal dan multimoda
g. Pelaporan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  bidang lingkup seksi terminal dan multimoda
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya 

13. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana
Bidang keselamatan dan teknik sarana sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin  dan melaksanakan tugas penyelenggaraan keselamatan dan teknik sarana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang keselamatan dan teknik sarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup bidang keselamatan dan teknik sarana 
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup bidang keselamatan dan tenik sarana
c. Pelaksanaan tugas pokok bidang keselamatan dan teknik sarana
d. Pengoordinasian pelaksnaan teknis penyelenggara pelayanaan publik  bidang keselamatan dan teknik sarana 
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok bidang keselamatan dan teknik sarana
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang dan tugasnya
g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian,dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok bidang keselamatan dan teknik sarana
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup bidang keselamatan dan teknik sarana 
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam bidang lingkup bidang tugasnya. 
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi keselamatan dan teknik sarana membawahkan :
a. Seksi Audit dan investigasi keselamatan 
b. Seksi penyuluhan keselamatan ; dan
c. Seksi pengendalian dan oprasional

14. Kasi Audit dan Investigasi Keselamatan 
Seksi Audit dan investigasi keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas pokok pembantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelengaraan investigasi audit dan keselamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala seksi audit dan seksi keselamatan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan bidang lingkup seksi  audit dan investigasi keselamatan
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknik oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi audit dan investigasi keselamatan
c. Pelaksanaan tugas pokok seksi audit investigasi keselamatan
d. Pengoordinasiaan pelaksanaan tugas pokok seksi audit dan investigasi keselamatan
e. Pemfasilitasian dalam bidang lingkup bidang tugasnya
f. Pembinaan, pengawasan,pengendaliaan,dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi audit dan investigasi keselamatan
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi audit dan investigasi keselamatan dan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

15. Kasi Penyuluhan Keselamatan 
Seksi  penyuluhan  keselamatan  sebagai  pembantu  unsur  ini  dipimpin oleh  seorang  kepala  seksi  dan  mempunyai  tugas  pokok  pembantu  kepala  bidamg  dalam  memimpin  dan  melaksanakan  tugas  penyuluhan  keselamatan. Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagai  mana  pada  ayat  ( 1 ) ,  kepala  seksi  penyuluhan  keselamatan,  mempunyai    fungsi  :
a. Penyusunan  perencanan,  program  dan  kegiatan  Bidang  lingkup  Seksi  penyululuhan  keselamatan
b. Penyiapan  baahan  perumusan  dann penetapan  Kebijan  teknis  operasional  penyelenggaran  tugas  pokok  dan  fungsi  bidang  lingkup  Seksi  Penyuluhan  Keselamatan;
c. Pelaksanan   tugas  pokok  Seksi  Penyuluhan  keselamatan  
d. Pengoordinasian  Pelaksanaan  tugas  Pokok  Seksi  penyuluhan  keselamatan
e. Pemfasilitasian  dalam  lingkup   bidang  tugasnya;
f. Pengawasan, Pembinaan, dan pengendalian, pengevaluasian  Pelaksanaan  tugas  pokok  seksi  Penyuluhan  keselamatan
g. Pelaporan   pelaksanaan  tugas   Pokok  dan  fungsi  Bidang  lingkup  Seksi  Penyuluhan  Keselamatan; dan
h. Pelaksanaan  tugas  lain  berdasarkan  Kebijakan  Pimpinan  dalam  lingkup  bidang  tugasnya.

16. Kasi Pengendalian dan Operasional 
Seksi  pengendalian  dan  Operasional   Sebagai  pembantu  unsur  ini  dipimpin  oleh  Seorang  Kepala  Seksi  dan  mempunyai   tugas  pokok   membantu  Kepala   Bidang  dalam  memimpin   dan  melaksanakan  tugas  Pengendalian  dan  Operasional. Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  Sebagai  mana  dimaksud  pada  ayat  ( 1), Kepala  Seksi Pengendalian  dan  Operasional , mempunyai  fungsi:
a. Penyusunan  perencanan ,  program  dan  kegiatan  Bidang  lingkup Seksi   pengendalian  dan  Operasional 
b. Penyiapan  bahan  Perumusan  dan  penetapan  Kebijakan  teknis  operasinal  Penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  Bidang  lingkup  Seksi  Pengendalian  dan  opersional 
c. Pelaksanan   tugas  pokok  seksi  Pengendalian  dan  Opersional 
d. Pengoordinasian  Pelaksanaan  tugas  pokok  seksi – Seksi  Pengendalian  dan  Operasional
e. Pemfasitasian  dalam  lingkup  bidang  tugasnya 
f. Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan  pengevaluasian  pelaksanaan  tugas  pokok  Seksi  Pengendalian  dan  Opersional 
g. Pelaporan  pelaksanaan  tugas  Pokok  dan  fungsi  Bidang  lingkup  Seksi  Pengendalian  dan  Operasional ;  dan
h. Pelaksanaan  tugas  lain  berdasarkan  Kebijakan  pimpinan  dalam  lingkup  bidang  tugasnya. 

17. Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis)
UPT Parkir merupakan unsur pelaksana sebagaian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan Kota Cirebon. UPT Parkir dipimpin oleh UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
UPT parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.


18. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempnyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai dengan kebutuhan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertangung jawab kepada kepala Dinas.
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
d. Membentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
[bookmark: _Toc89041966][bookmark: _Toc89099225][bookmark: _Toc89198654]
[bookmark: _Toc106220516]3.2.6 Keadaan Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari pegawai yang terbagi pada Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Multimoda, Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, UPT pengujian Kendaraan Bermotor, UPT Parkir, dan UPT Penerangan Jalan Umum. Berikut adalah nama-nama pegawai beserta jabatan dan golongan Dinas Perhubungan Kota Cirebon Rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai : 124 Orang (Termasuk PTT/ Non PNS)
1. Laki-laki	 : 106 Orang 
2. Perempuan	 : 15 Orang
3. PTT 	 :  2 Orang
4. Non PNS 	 : 16 Orang
[bookmark: _Toc106219575][bookmark: _Toc106220517][bookmark: _Toc89099227][bookmark: _Toc89198655]Tabel 3.2
[bookmark: _Toc106219576][bookmark: _Toc106220518]1. Berdasarkan Golongan PNS
	No
	Jenis Kelamin
	Golongan I

	
	
	a
	B
	C
	d
	Jumlah

	1
	Laki-laki
	-
	-
	-
	1
	1

	2
	Perempuan
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	-
	-
	-
	1
	1

	No 
	Jenis Kelamin
	Golongan II

	1
	Laki-laki
	1
	5
	10
	36
	52

	2
	Perempuan 
	-
	-
	5
	-
	5

	Jumlah
	1
	5
	15
	36
	57

	No
	Jenis Kelamin
	Golongan III

	1
	Laki-laki
	5
	13
	6
	14
	38

	2
	Perempuan 
	1
	2
	-
	1
	4

	Jumlah
	6
	15
	6
	15
	42

	No 
	Jenis Kelamin
	Golongan IV

	1
	Laki-laki 
	4
	1
	1
	-
	6

	2
	Perempuan
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah 
	4
	1
	1
	-
	6

	Total 
	106



  Sumber :  Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021

[bookmark: _Toc89099229][bookmark: _Toc89198656]Tabel 3.3
2. Berdasarkan  Golongan PTT dan Non  PNS
	No
	Jenis Kelamin
	PTT
	NON PNS
	Jumlah

	1
	Laki-laki
	2
	9
	11

	2
	Perempuan
	-
	7
	7

	Jumlah
	2
	16
	18



[bookmark: _Toc89099230]Sumber :  Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021
         
                                          Tabel 3.4
[bookmark: _Toc89099231][bookmark: _Toc89198657][bookmark: _Toc106219577][bookmark: _Toc106220519]3. Berdasarkan Pendidikan
	No
	Pendidikan Formal
	Jenis Kelamin
	Jumlah 

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	SD
	1
	-
	1

	2
	SLTP
	3
	-
	3

	3
	SLTA
	45
	4
	49

	4
	D.I
	2
	-
	2

	5
	D.II
	-
	-
	-

	6
	D.III
	11
	2
	13

	7
	D.IV
	1
	1
	2

	8
	S.1
	28
	2
	30

	9
	S.2
	6
	-
	6

	10
	S.3
	-
	-
	-

	Jumlah 
	97
	9
	106

	No 
	Pendidikan Struktural / DIKLATPIM
	Jenis Kelamin
	Jumlah 

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	ADUM/PIM.IV
	8
	1
	9

	2
	SPAMA/PIM.III
	3
	-
	3

	3
	SPAMEN/PIM.II
	1
	-
	1

	Jumlah 
	12
	1
	13



Sumber :  Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021
                                    





                              Tabel 3.5
[bookmark: _Toc89099233][bookmark: _Toc89198658][bookmark: _Toc106219578][bookmark: _Toc106220520]4.  Berdasarkan Eselon
	No
	Eselon
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Eselon I
	-
	-
	-

	2
	Eselon II
	1
	-
	1

	3
	Eselon III
	4
	-
	4

	4
	Eselon IV
	16
	1
	17

	Jumlah 
	21
	1
	22



[bookmark: _Toc89198659][bookmark: _Toc106219579][bookmark: _Toc106220521][bookmark: _Toc89099234]Sumber :  Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021
Tabel 3.6
[bookmark: _Toc89099235][bookmark: _Toc89198660][bookmark: _Toc106219580][bookmark: _Toc106220522]5. Berdasarksn Pegawai Fungsional Tertentu
	No 
	Pegawai Fungsional
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Arsiparis
	-
	-
	-

	2
	Pengujian Kendaraan Bermotor
	5
	1
	6

	3
	Analisis kepegawaian
	-
	-
	-

	4
	Pranata Komputer
	-
	-
	-

	Jumlah
	5
	1
	6


Sumber :  Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021

[bookmark: _Toc89099236]Tabel 3.7
[bookmark: _Toc89099237][bookmark: _Toc89198661][bookmark: _Toc106219581][bookmark: _Toc106220523]6. Pegawai Dengan Jabatan PPNS
	No 
	Pegawai Jabatan PPNS
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	PPNS
	5
	-
	5

	Jumlah 
	5
	-
	5



Sumber :  Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021
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